MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. AHMAD YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Nomor : 1084/DJU/PP.00.1/10/2022 Jakarta, 12 Oktober 2022
Hal : Pengisian Formasi Hakim

Yustisial/Panitera Pengganti
Mahkamah Agung R.I.

Yth. Seluruh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
Lingkungan Peradilan Umum

Memperhatikan pengisian kebutuhan Calon Hakim Yustisial/Panitera
Pengganti di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I., maka
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuka kesempatan bagi

Saudara/i untuk mengisi formasi tersebut, dengan persyaratan sebagai
berikut:

1. Telah memiliki masa kerja sebagai Hakim minimal 10 tahun;
2. Golongan minimal III/d jabatan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun;
3. Tidak pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim KEPPH;
4. Sehat jasmani dan rohani (Surat keterangan Rumah Sakit);
. Telah melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun
2021;

6. Diusulkan dan direkomendasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai
atasan langsung.

Ul

Bagi Hakim yang berminat agar segera mengirimkan surat pengusulan
untuk mengisi salah satu posisi tersebut yang ditujukan kepada Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum pada link https://bit.ly/UsulPPMA2022
paling lambat tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMU
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BAMBANG MYANTO

Tembusan Kepada :

. YM. Ketua Mahkamah Agung R.I;

. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial,
. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I;

. Yth. Panitera Mahkamah Agung R.I;

. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I;

. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;

. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
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Sertifikasi - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Elektronik “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”



https://bit.ly/UsulPPMA2022

		2022-10-12T11:04:15+0700
	Jakarta




